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 A B S T R A K 

 
Kata Kunci: 
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Pertanggungjawaban pidana ialah suatu sistem yang 
dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap 
pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan 
tertentu. Dalam penelitian ini akan membahas pengaturan 
tindak pidana penyebaran foto asusila di media sosial dan 
pertanggungjawaban pidana penyebaran foto asusila di 
media sosial Whatsapp. Jenis penelitian yang digunakan 
dalam penelitian hukum ini yaitu menggunakan metode 
penelitian normatif. Pengaturan hukum tindak pidana 
penyebaran foto asusila yaitu di atur didalam Undang-
Undang Nomor Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan 
juga diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 
selanjutnya juga diatur dalam Undang-Undang 44 Tahun 
2008 tentang Pornografi. Pertanggungjawaban pidana 
terhadap pelaku telah memenuhi semua unsur-unsur sesuai 
dengan dakwaan oleh penuntut umum dengan dakwaan yang 
berbentuk alternatif dari Pasal 27 ayat (1) UU ITE maka 
pelaku haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana 
didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, berdasarkan 
putusan Nomor:9/Pid.sus/2023/Pn.Mna, Pelaku tindak 
pidana penyebaran foto asusila di media sosial di Kota 
Manna Bengkulu Selatan dijatuhkan pidana penjara selama 
10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar 
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan 
apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti 
dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Putusan 
hakim telah sesuai dan menjerat pelaku agar tidak 
mengulangi perbuatannya tersebut dikemudian hari, dan 
sesuai dengan pidana penjara membuat efek jera kepada 
pelaku. 
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 A B S T R A C T 

 
Keywords: 

Criminal Liability, Immorality, 
Social Media 

Criminal liability is a system built by criminal law to react to 
violations of an agreement to reject a certain act. This research 
will discuss the regulation of the criminal act of distributing 
immoral photos on social media and criminal liability for 
distributing immoral photos on WhatsApp social media. The 
type of research used in this legal research uses normative 
research methods. The legal regulation of the criminal act of 
distributing immoral photos is regulated in Law Number 
Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning 
Information and Electronic Transactions and is also regulated 
in the Criminal Code, then also regulated in Law 44 of 2008. 
2008 concerning Pornography. Criminal accountability for the 
perpetrator has fulfilled all the elements in accordance with 
the indictment by the public prosecutor with an alternative 
form of indictment from Article 27 paragraph (1) of the ITE 
Law, so the perpetrator must be declared to have been legally 
and convincingly proven to have committed the criminal act as 
charged in the first alternative indictment, based on decision 
Number: 9/Pid.sus/2023/Pn.Mna, the perpetrator of the 
criminal act of distributing immoral photos on social media in 
Manna City, South Bengkulu was sentenced to prison for 10 
(ten) months and a fine of IDR 50,000,000.00 (five tens of 
millions of rupiah) with the provision that if the fine is not 
paid, it will be replaced by imprisonment for 1 (one) month. 
The judge's decision was appropriate and ensnared the 
perpetrator so that he would not repeat his actions in the 
future, and in accordance with the prison sentence, it had a 
deterrent effect on the perpetrator. 
 

 
  



 

Adega Putra Humaam et.al        3 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan penyebaran foto 

asusila/pornografi yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Bunyi Pasal 44 

UndangUndang Nomor 44 Tahun 2008 menunjukkan hal ini: “Semua peraturan 

perundangundangan yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana pornografi 

dinyatakan tetap berlaku pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku sepanjang tidak 

bertentangan dengan Undang-Undang ini.” Barangsiapa memiliki atau menyimpan 

produk pornografi dijerat dengan Undang-Undang 44 Tahun 2008. Pasal 6 Undang-

Undang Nomor 44 Tahun 2008 menyatakan bahwa setiap orang dilarang memainkan, 

mempertunjukkan, menggunakan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi kecuali 

diizinkan oleh undang-undang.1  

Asusila merupakan perbuatan yang melanggar norma atau kaidah kesopanan. 

Setiap individu sebagaimana diketahui bukan hanya harus menegakan hukum dan sikap 

maupun perbuatannya, tetapi juga harus menegakkan norma-norma lainnya, seperti 

norma kesusilaan. kejahatan yang dilakukan terhadap nilai-nilai kesusilaan seperti ini 

merupakan provokasi terhadap ketentraman dan kedamaian batin dalam masyarakat 

maupun pribadi invividu tertentu. 

Salah satu kasus penyebaran foto asusila yaitu terjadi di Kota Manna Kabupaten 

Bengkulu Selatan, berawal pada saat terdakwa menemukan foto yang memiliki muatan 

kesusilaan melalui postingan Facebook dengan nama akun inisial HD yang kemudian 

terdakwa screenshoot dan tersimpan di gallery atau handphone terdakwa. Bahwa yang 

mana foto tersebut memiliki muatan kesusilaan tersebut adalah foto Saksi Korban dalam 

 
1Dewi Bunga, Penanggulangan Pornografi Dalam Mewujudkan Manusia Pancasila, 

Jurnal Konstitusi,Vol 8, No 4 (2011). Hlm.56 
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keadaan sedang menggunakan pakaian dalam dan terlihat payudara. Foto tersebut 

dikirimkan kepada saksi Lingga melalui chat Whatsapp. Dan kemudian terdakwa 

mengirimkan foto Saksi Korban yang memiliki muatan kesusilaan tersebut kepada saksi 

Deki melalui chat Whataspp. Dan tujuan terdakwa mendistribusikan dan/atau 

mentrasmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau 

dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan tersebut untuk memberi tahu 

saksi Deki, saksi Erpin dan saksi Lingga agar dapat membuat malu Saksi Korban. 

Selanjutnya saksi Lingga, saksi Deki melaporkan hal tersebut kepada Saksi Korban dan 

saksi Rahmat yang kemudian Saksi melaporkan perbuatan tersebut ke pihak 

Kepolisian.2  

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti dan mengangkat 

judul penelitian yaitu “Pertanggungjawaban Pidana Atas Penyebaran Foto Asusila 

Di Media Sosial Whatsapp (Studi Putusan Nomor: 9/Pid.Sus/2023/Pn.Mna)”. 

 

1.2 Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu menggunakan 

metode penelitian normatif.3 Metode penelitian normatif adalah penelitian hukum 

kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data 

sekunder.. Pendekatan normatif yaitu akan berkaitan mengenai tinjauan yuridis 

terhadap pemberian remisi kepada narapidana tindak pidana narkotika di Rumah 

Tahanan Negara Kelas IIB Bengkulu. 

Adapun data yang dipakai penelitian ini yaitu : 

 

 
2Https://putusan3.mahkamahagung.go.id   
3 Bambang, W. Penalitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika.2012.Hlm.25  
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a. Data Primer  

Data primer  yaitu data asli yang dikumpulkan langsung dari sumber 

pertama untuk tujuan analisis hukum dan evaluasi normatif. Data primer yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan 

Perundang-Undangan yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
2) Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana 
3) Undang - Undang Repbulik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik 
 

b. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber sekunder 

yang telah disusun dan dikompilasi menjadi referensi yang lebih mudah diakses dan 

digunakan untuk analisis hukum. Data sekunder yang digunakan yaitu mencakup 

jurnal dan artikel hukum serta sumber referensi lainnya yang mengumpulkan dan 

merangkum informasi yang berkaitan dengan penelitian. 

c. Data Tersier 

Data tersier merupakan data pelengkap yang memberikan penjelasan 

tambahan terhadap data primer dan data sekunder.4 Data tersier dalam penelitian 

yaitu mencakup kamus bahasa indonesia, kamus hukum dan  berbagai macam kamus 

yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti.  

              Setelah data terhimpun, selanjutnya data di analisis secara kualitatif yaitu suatu 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriftif berupa kata-kata tulisan atau lisan 

dari orang-orang yang dapat dimengerti dan  digunakan untuk memperoleh makna hukum 

yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan persoalan hukum yang ada di penelitian ini.5 

Data bisa saja dikumpulkan dalam aneka macam cara (wawancara, intisari dokumen, pita 

 
4Ibid.Hlm.26  
5Lexi J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Rosyda Karya.2013. Hlm.4. 
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rekaman) dan tidak menggunakan perhitungan atau statistika sebagai alat bantu analisis.6 

                   Berdasarkan hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban 

atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berpikir 

deduktif. Cara berpikir deduktif adalah metode analisis data dengan cara yang bermula dari 

data yang bersifat umum tersebut kemudian ditarik kesimpulan bersifat khusus. Dapat 

diartikan bahwa berpikir deduktif merupakan sebuah pengambilan kesimpulan didasarkan 

suatu data dan fakta umum.7 

PEMBAHASAN 

2.1  Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penyebaran Foto Asusila Di Media Sosial 

Pengaturan hukum adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat 

penegak hukum. Dengan kata lain, pengaturan hukum pidana merupakan pelaksaan dari 

peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, pengaturan hukum merupakan suatu 

sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata 

manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku 

atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu 

bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. 

Perlu diperhatikan bahwa pengaturan hukum dilaksanakan melalui berbagai 

jalur dengan berbagai sanksinya, seperti sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi 

pidana. Pengaturan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini 

pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak, masyarakat bukan 

penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam 

pengaturan hukum.8 

 
6Ibid. Hlm.5 
7Ibid.Hlm.45 
8Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi,Jakarta: Raja Grafindo 

Persada.2014.Hlm.5 
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  Terdapat satu kasus yang berkaitan melanggar Undang-Undang ITE, kasus ini 

terjadi di Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan yang mana kronologi kejadian yaitu 

berawal dari pelaku menemukan foto yang memiliki muatan kesusilaan melalui 

postingan Facebook dengan nama akun inisial H D yang kemudian terdakwa 

screenshoot dan tersimpan di gallery atau handphone terdakwa dengan menggunakan 

Iphone 7 Plus warna rosegold. Bahwa yang mana foto tersebut memiliki muatan 

kesusilaan tersebut adalah foto Saksi Korban dalam keadaan sedang menggunakan 

pakaian dalam dan terlihat payudara. Sekitar pukul 13.00 wib pada bulan Agustus, 

terdakwa mengirimkan screenshot foto Saksi Korban yang memiliki muatan kesusilaan 

yang didapat dari postingan Facebook akun inisial H D tersebut kepada saksi L melalui 

chat Whatsapp dengan nomor terdakwa 0822-5314-3441 dengan isi chat "ini alap" atau 

ini bagus. Kemudian sekitar pukul 14.39 pelaku mengirimkan foto Saksi Korban yang 

memiliki muatan kesusilaan tersebut kepada saksi D melalui chat Whataspp dengan 

nomor terdakwa 0822-5314-3441 dengan isi chat "jangan kicikan dapat jak aku om, 

dapat jak akun itu"; - Dan keesokan harinya pelaku kembali mengirimkan foto Saksi 

Korban yang memiliki muatan kesusilaan tersebut kepada saksi E sekitar jam 12.00 

pada bulan Agustus melalui Messengger Facebook dengan menggunakan nama akun 

Facebook terdakwa inisial L D ke akun facebook saksi E dengan nama inisial W B. 

Selanjutnya foto Saksi Korban yang memiliki muatan kesusilaan dikirim terdakwa 

kepada saksi D, saksi E dan saksi L berupa 2 (dua) jenis foto yang berbeda-beda.  

  Selanjutnya saksi L, saksi D melaporkan hal tersebut kepada Saksi Korban 

dan saksi R yang kemudian Saksi Korban meminta screenshot foto tersebut untuk 

digunakan sebagai bukti. Alat bantu pelaku untuk mengirimkan screenshot foto Saksi 

Korban yang memiliki muatan kesusilaan tersebut adalah 1 (satu) unit Handphone merk 

Iphone 7 Plus warna Rose Gold yang telah dijual oleh terdakwa kepada saudari Y yang 
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beralamat di Desa Mas mambang Talo kecil Kabupaten Seluma. Bahwa hasil screenshot 

foto Saksi Korban yang memiliki muatan kesusilaan tersebut sudah hilang dikarenakan 

1 (satu) unit Iphone 7 plus warna rosegold tersebut untuk mendistribusikan foto yang 

memiliki muatan kesusilaan tersebut telah telah terjual. Bahwa foto dan video yang di 

posting di Facebook akun inisial H D tersebut tidak pernah diproduksi/dibuat oleh Saksi 

Korban dikarenakan foto dan video tersebut hasil dari sceenshoot dan screenrecord 

yang dibuat oleh mantan suami Saksi Korban yaitu (DPO) G yang melakukan videocall 

kepada Saksi Korban dan pada saat Saksi Korban itu baru selesai mandi dan sedang 

memakai pakain dalam. 

  Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 

Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 

2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 

2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan terdakwa dijatuhkan pidana 

penjara selama 10 (sepuluh) bulan dipotong masa tahanan sementara dan denda 

Rp100.000.000,- (serratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.9 

  Pengaturan hukum mengenai penyebaran foto asusila di media sosial seperti 

Whatsapp adalah topik yang penting dalam konteks perlindungan privasi dan keamanan 

digital. Di banyak negara, termasuk Indonesia, terdapat undang-undang yang mengatur 

masalah ini untuk melindungi individu dari penyebaran yang tidak sah dan merugikan. 

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia telah diubah 

untuk mengatasi masalah penyebaran konten negatif di media sosial, termasuk foto 

asusila. Pasal-pasal dalam UU ini memberikan landasan hukum untuk menindak 

penyebaran konten yang mengandung unsur fitnah, pencemaran nama baik, dan 

 
9Direktori Putusan Nomor:9/Pid.Sus/2023/Pn.Mna  
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pornografi.10 

  Menurut peneliti penyebaran foto asusila di media sosial berjenis Whatsapp 

merupakan masalah serius yang melibatkan privasi, etika, dan hukum. Fenomena ini 

tidak hanya berdampak buruk secara pribadi bagi individu yang terlibat, tetapi juga 

dapat memiliki konsekuensi hukum yang serius bagi pelaku penyebaran. Dalam konteks 

ini, penting untuk memahami beberapa aspek yang terkait dengan penyebaran foto 

asusila di platform seperti Whatsapp. 

  Peneliti berpendapat bahwa penyebaran foto asusila di Whatsapp dapat 

terjadi secara sengaja atau tidak sengaja. Kasus yang paling umum adalah ketika 

seseorang dengan sengaja mengirim atau membagikan foto atau video yang 

mengandung konten seksual tanpa izin dari subjek yang terlibat. Hal ini sering kali 

merupakan pelanggaran serius terhadap privasi individu dan dapat mencemarkan nama 

baik korban. Penyebaran foto asusila melalui WhatsApp dapat menyebabkan 

penyebaran yang sulit dikendalikan dan mengalami kerugian bagi korban, baik secara 

psikologis maupun sosial. 

  Masyarakat juga memiliki peran penting dalam pencegahan penyebaran foto 

asusila. Pendidikan yang lebih baik tentang keamanan digital dan kesadaran akan risiko 

yang terkait dengan berbagi konten pribadi dapat membantu mengurangi insiden 

seperti ini. Perusahaan teknologi dan platform media sosial juga bertanggung jawab 

untuk mengimplementasikan kebijakan yang memadai untuk melindungi privasi 

pengguna. Upaya kolaboratif dari semua pihak yang terlibat, termasuk individu, 

pemerintah, perusahaan teknologi, dan lembaga penegak hukum, sangat penting dalam 

 
10 Jaya, Karman. Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Kesusilaan 

(Studi Putusan Nomor: 06-K/Pm/Iii-16/Al/I/2017). Dalam Jurnal Hukum UIN Alauddin 
Makasar.Hlm.65 
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mengatasi masalah penyebaran foto asusila di media sosial. Hanya dengan pendekatan 

yang komprehensif dan berkelanjutan, kita dapat melindungi privasi individu dan 

mempromosikan penggunaan yang bertanggung jawab dari teknologi informasi dan 

komunikasi seperti Whatsapp.11 

2.2 Pertanggungjawaban Pidana Atas Penyebaran Foto Asusila Di Media Sosial 

Whatsapp 

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu hal yang melekat pada diri pelaku 

tindak pidana mereka yang telah melakukan kejahatan yang termasuk dalam definisi 

undang-undang tidak selalu dapat dihukum karena perlu untuk memeriksa kembali 

perilaku para penjahat itu sendiri. Individu yang dapat didakwa melakukan pelanggaran, 

diadili di pengadilan, dan diberi hukuman hampir selalu melakukannya secara tidak 

sengaja. Dalam pengertian yang luas, kesalahan dapat disamakan dengan tanggung jawab 

pidana karena pencipta dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.12 

Pertanggungjawaban pidana atas penyebaran foto asusila di media sosial 

Whatsapp adalah hal yang serius dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang 

berat bagi pelakunya. Ketika seseorang menyebarkan foto asusila melalui Whatsapp, 

mereka dapat terjerat dalam berbagai pasal dalam undang-undang pidana yang berlaku 

di banyak negara, termasuk di Indonesia. Salah satu aspek yang mendasari adalah 

pelanggaran privasi dan perlindungan terhadap kehormatan seseorang.13 

Peneliti berpendapat bahwa pendidikan hukum dan kesadaran tentang privasi 

juga perlu ditingkatkan di kalangan para pelaku dan korban. Ini termasuk pemahaman 

 
11 Hamid, Abdul & Mohammad Labib. 2010. Kejahatan Mayantara (Cyber Crime). 

Bandung: PT Refika Aditama.Hlm.98 
12Teguh Prasetyo, Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum, Nusa Media, 

Bandung, 2015; Penelitian Hukum dalam Perspektif Keadilan Bermartabat, Cetakan I, Nusa 
Media, Bandung, 2019. Hlm.23 

13Ibid.Hlm.9  
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yang lebih baik tentang hak-hak mereka dalam konteks digital serta cara-cara untuk 

melindungi diri dari potensi penyalahgunaan teknologi. penegakan hukum harus 

dilakukan secara adil dan proporsional. Ini melibatkan proses hukum yang transparan 

dan akuntabel untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan bagi semua pihak yang 

terlibat dalam kasus penyebaran foto asusila di media sosial Whatsapp. 

Berdasarkan hasil putusan hakim Nomor:9/Pid.sus/2023/Pn.mna, dinayatakan 

bahwa pelaku secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak 

pidana ITE bermuatan asusila sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 

ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Repbulik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pelaku tindak pidana penyebaran foto 

asusila di media sosial di Kota Manna Bengkulu Selatan dijatuhkan pidana penjara 

selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta 

rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti 

dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.14 

Dengan adanya pertanggungjawaban pidana yang jalani pelaku, diharapkan dapat 

memberikan efek jera bagi pelaku penyebaran foto asusila dan menjadi bahan 

pencegahan terhadap masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Upaya 

penegakan hukum dilakukan oleh aparat penegak hukum, yang bertujuan untuk 

menghilangkan kasus-kasus tindakan penyebaran foto asusila dikalangan sosial 

terkhusus di media sosial.  

Menurut peneliti pertanggungjawaban pidana dalam kasus tindak pidana asusila 

bertujuan untuk menegakkan keadilan dan memastikan bahwa pelaku mendapat 

 
14Direktori Putusan Nomor:9/Pid.Sus/2023/Pn.Mna  
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hukuman yang sepadan dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Undang-undang 

mengatur berbagai jenis tindak pidana asusila dan memberikan pedoman tentang sanksi 

hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku, tergantung pada seriusnya tindakannya. 

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana asusila juga melibatkan upaya 

untuk mendidik dan memperbaiki perilaku pelaku melalui program rehabilitasi yang 

disesuaikan dengan kebutuhan. 

Peneliti berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap penyebaran 

foto asusila di media sosial Whatsapp memerlukan pendekatan yang holistik dan 

kolaboratif dari berbagai pihak terkait untuk mencapai efektivitas yang optimal. 

Pertanggungjawaban pidan atas penyebaran foto asusila di media sosial adalah hal yang 

serius dan dapat memiliki konsekuensi hukum yang berat. Tindakan seperti ini dapat 

dianggap sebagai pelanggaran terhadap privasi individu atau pencemaran nama bai, 

tergantung pada konteks dan yurisdiksi hukum yang berlaku. Pidana tersebut dapat 

mencakup denda yang signifikan, hukuman penjara, atau bahkan mencatatkan catatan 

pidana yang berdampak pada masa depan seseorang. Oleh karena itu perlu memahami 

dan mematuhi peraturan hukum yang mengatur penyebaran foto asusila di media sosial 

untuk menghindari konsekuensi hukum yang tidak diinginkan. 

Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan yaitu 

sebagai berikut : 

1. Pengaturan hukum tindak pidana penyebaran foto asusila yaitu di atur didalam 

Undang-Undang Nomor Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga diatur di dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana, selanjutnya juga diatur dalam Undang-Undang 44 Tahun 2008 

tentang Pornografi 
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2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku telah memenuhi semua unsur-unsur 

sesuai dengan dakwaan oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk 

alternatif dari Pasal 27 ayat (1) UU ITE maka pelaku haruslah dinyatakan telah 

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana 

didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, berdasarkan putusan 

Nomor:9/Pid.sus/2023/Pn.Mna, Pelaku tindak pidana penyebaran foto asusila di 

media sosial di Kota Manna Bengkulu Selatan dijatuhkan pidana penjara selama 10 

(sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 

dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan 

pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Putusan hakim telah sesuai dan menjerat 

pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut dikemudian hari, dan sesuai 

dengan pidana penjara membuat efek jera kepada pelaku. 
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